Menimbang

SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

untuk memperoleh Persetujuan Bersama ;

.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada tanggal 25 Juli 2022 ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 ;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota
Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950,
tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kota Besart Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukkan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801) ;
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara pemberian pemanfaatan insentif Pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623 ) ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan ;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaaan Investasi Pemerintah
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, Rancangan Peraturan daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2019
Nomor 13) ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
DPRD dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2020
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2018 — 2023 (Lembaran Daerah
Tahun 2021 Nomor 6) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024
(Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5)

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Dharma
Purabaya” Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah
Tahun 2020 Nomor 6) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7
Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
pada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul
Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2020
Nomor 7) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada
Perusahaan Daerah  Bank Perkreditan Rakyat Bank
Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2021
Nomor Register 44-1/2021) ;
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Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan

BUPATI MADIUN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah,
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.988.914.964.560,00
b. Belanja Daerah Rp. 2.085.713.568.422,00
Defisit (Rp.96.798.603.862,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 118.548.603.862,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 21.750.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp.96.798.603.862,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp.1.988.914.964.560,00 yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah ;

b. Pendapatan Transfer ; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
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Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp.280.302.275.393,00 yang terdiri atas :
a. Pajak Daerah ;
b. Retribusi Daerah ;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.87.342.700.000,00.
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.14.202.524.650,00.
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.344.807.572,00.
(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.170.412.243.171,00.

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp.1.702.529.882.167,00 yang terdiri atas :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ; dan
b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.1.567.280.558.000,00.
(3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.135.249.324.167,00.

Pasal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.082.807.000,00 berupa Pendapatan
Hibah.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp.6.082.807.000,00.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp.2.085.713.568.422,00 yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi ;

Belanja Modal ;

Belanja Tidak Terduga ; dan

Belanja Transfer.

oo
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Pasal 8

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp.1.373.589.573.640,00 yang terdiri atas :
Belanja Pegawai ;

Belanja Barang dan Jasa ;

Belanja Subsidi ;

Belanja Hibah ; dan

Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurufa direncanakan
sebesar Rp.760.830.349.152,00.

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b
direncanakan sebesar Rp.524.457.949.953,00.

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.460.000.000,00.

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan
sebesar Rp.82.858.119.535,00.

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e
direncanakan sebesar Rp.4.983.155.000,00.

© oo o p

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp.288.711.948.782,00 yang terdiri atas :

Belanja Modal Tanah ;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ;

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ;

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi ; dan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a
direncanakan sebesar Rp.1.850.744.850,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1
huruf b direncanakan sebesar Rp.64.061.904.682,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.114.863.137.817,00.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.102.407.215.305,00.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1
huruf e direncanakan sebesar Rp.5.467.902.233,00.

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f
direncanakan sebesar Rp.61.043.895,00

™o a0 T
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Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Tidak
Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp.398.412.046.000,00 yang terdiri atas :
a. Belanja Bagi Hasil ; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.8.658.754.000,00.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.389.753.292.000,00.

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :
a. Penerimaan Pembiayaan ; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp.118.548.603.862,00 berupa Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.118.548.603.862,00.

Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp.21.750.000.000, yang terdiri atas :
a. Pembentukan Dana Cadangan ; dan
b. Penyertaan Modal Daerah.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00.

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.11.750.000.000,00.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

-12 -

Pasal 15

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya (Defisit) sebesar Rp.96.798.603.862,00.
Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.96.798.603.862,00.

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
dapat pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.
Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perubahan APBD atau dalam hal
Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD maka pengeluaran
tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa ;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan ; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.;
Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib ;
c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat Peraturan
Perundang-undangan ; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

Masyarakat ;
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Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII :

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII :
14. Lampiran XIV :
15. Lampiran XV :

16. Lampiran XVI :
17.Lampiran XVII:

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Organisasi ;

Rincian APBD menurut Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan
Sub Kegiatan beserta keluaran ;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM ;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD ;

Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD ;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah ;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
Daftar Piutang Daerah ;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya ;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-
Lain ;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran yang direncanakan ;

Daftar Dana Cadangan ;

Daftar Pinjaman Daerah ;

Sinkronisasi Major Project dengan dukungan Program
Prioritas Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan
Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
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Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI MADIUN,
ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 208-5/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN MADIUN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode

Uraian

Jumlah

PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 280.302.275.393
4.1.01 Pajak Daerah 87.342.700.000
4.1.02 Retribusi Daerah 14.202.524.650
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.344.807.572
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 170.412.243.171
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.702.529.882.167
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.567.280.558.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 135.249.324.167
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.082.807.000
4.3.01 Pendapatan Hibah 6.082.807.000
Jumlah Pendapatan 1.988.914.964.560
5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI 1.373.589.573.640
5.1.01 Belanja Pegawai 760.830.349.152
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.457.949.953
5.1.04 Belanja Subsidi 460.000.000
5.1.05 Belanja Hibah 82.858.119.535
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.983.155.000
5.2 BELANJA MODAL 288.711.948.782
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.850.744.850
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.061.904.682
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 114.863.137.817
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 102.407.215.305
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.467.902.233
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 61.043.895
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 25.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER 398.412.046.000
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 8.658.754.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 389.753.292.000
Jumlah Belanja 2.085.713.568.422
Total Surplus/(Defisit) (96.798.603.862)

6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 118.548.603.862
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 118.548.603.862
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 118.548.603.862
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.750.000.000
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 11.750.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 21.750.000.000
Pembiayaan Netto 96.798.603.862
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO




	2022pd3519005_Perda APBD 2023_S.pdf (p.1-14)
	2022pd3519005_Lampiran Perda APBD 2023_S.pdf (p.15)

		2023-02-27T18:04:15+0700




